TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KE TIGA
(KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)
(Studi Putusan Nomor. 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)

Oleh : = - -

CICIK HIMATUL ALIYAH
NIM: 000710101006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R1
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA
(KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)
(Studi Putusan No.307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA
(KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)
(Studi Putusan No.307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

CICIK HIMATUL ALIYAH
NIM : 000710101006

Pembimbing :

H. KUSMONOQO, S.H., M.M.
NIP.130 161 942

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP.131 415 666

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

Barang siapa diantara laki-laki yang beristri dua maka dia adalah untuk
istrinya yang pertama diantara keduanya, dan barang siapa yang
mengerjakan kesalahan atau dosa dalam perkawinan maka sesungguhnya ia
telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

(H.R. Imam Akhmad) *

*) H. Sulaiman Rasyid, Figh Islam, Attahiriyah, Jakarta,1954:396
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RINGKASAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1
Undang-Undang No.l Tahun 1974). Perkawinan merupakan suatu perbuatan
hukum, perbuatan hukum disini adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan
akibat-akibat hukum yang sangat penting di dalam kehidupan yang bersangkutan
dengan masyarakat. Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi
syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya
masing-masing sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
No. I Tahun 1974. Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi syarat
dan rukunnya harus dinyatakan batal. Salah satu pihak yang dapat mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan dalam skripsi ini adalah pejabat yang
berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, hanya
selama perkawinan itu belum diputuskan atau pejabat yang berwenang untuk
mengawasi  pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. Hal ini
sebagaimana tersebut dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Pasal 73 Kompilasi Hukum islam.

Adapun permasalahan pembatalan perkawinan yamg akan dibahas danr
dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses pemeriksaan
pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang), dan bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang
dibatalkan baik terhadap status dari suami isteri itu sendiri.

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk memenuhi dan
melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas
Hukum universitas Jember dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan
yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan peristiwa atau fakta hukum
dilapangan serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah proses
pemeriksaan pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA dan bagaimanakah akibat
hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan yaitu terhadap status suami isteri.
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Pengkajian permasalahan pembatalan perkawinan yang penulis gunakan
adalah secara yuridis normatif yaitu mebahas permasalahan dengan berdasarkan
pada ketentuan Perundang-undangan. Hasil pembahasan tersebut diperoleh
kesimpulan bahwa proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan yang
diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang adalah
bahwa perkara tersebut harus didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama yang
wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal suami atau isteri atau tempat
perkawinan tersebut dilangsungkan, setelah dua hari perkara tersebut ditentukan
Penetapan Majelis Hakimnya (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama. Dua hari
setelah itu ditentukan Penetapan Hari Sidang (PHS). Tahap selanjutnya yaitu
pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita / juru sita pengganti dan
dilanjutkan dengan perdamaian, apabila perdamaian tidak tercapai maka salah
satu anggota Majelis Hakim membacakan gugatannya. Selanjutnya yaitu tahap
Jawab menjawab dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian, penyusunan konklusi
(kesimpulan) diperlukan apabila dikehendaki oleh para pihak, dan tahap
selanjutnya yaitu majelis melakukan permusyawaratan Majelis Hakim dan
terakhir akan diucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Akibat
hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah putusnya ikatan perkawinan
antara suami isteri tersebut sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap. Sedangkan status dari suami isteri itu sendiri adalah
kembalinya status antara suami isteri kepada status semula sebelum
dilangsungkannya suatu akad perkawinan. Permasalahan perkawinan yang tidak
memenuhi syarat dan rukunnya tersebut tidak akan pernah terjadi jika bagi mereka
yang hendak melakukan perkawinan mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan
Hukum Agama.
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PENDAH

1.1 Latar Belakang Masalah

Merupakan kodrat pria dan wanita untuk saling membutuhkan antara satu
dengan yang lainnya, masing-masing pihak mengharapkan adanya ketenangan,
ketentraman, dan cinta kasih dari yang lainnya. Mereka ingin bersama-sama
saling melengkapi kelebihan dan kekurangan diantara masing-masing, serta
mengungkapkan dan menumpahkan beban bathin yang mengganggu ketenangan
Jiwanya serta bersama-sama untuk merasakan manis pahitnya, suka dukanya dan
berat ringannya kehidupan.

Jalan untuk merealisasikan keadaan di atas adalah perkawinan.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum,
perbuatan hukum di sini adalah suatu kehidupan yang menimbulkan akibat-akibat
hukum yang sangat penting di dalam kehidupan yang bersangkutan dengan
masyarakat, misalnya munculnya hubungan suami istri, hubungan antara orang
tua dengan anak, masalah harta benda (pewarisan dan penafkahan).

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-
syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974
tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) nya.

Suatu perkawinan yang telah terjadi atau telah berlangsung, akan teiapi
dikemudian hari diketahui para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 22
Undang-undang No.1 Tahun 1974). Syarat-syarat yang dimaksud adalah seperti
vang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-undang No.1 Tahun 1974

Pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mercka yang
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perkawinannya dimintakan pembatalan bagaimanapun jika menurut ketentuan
hukum agama perkawinannya itu sah, pengadilan tidak dapat membatalkan
perkawinan tersebut (Rasjidi 1991:83)

Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah
apabila adanya perkawinan rangkap. Perkawinan dapat juga dibatalkan apabila
tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan
tersebut diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan
dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25
Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 74 ayat (1) KHI ). Dibatalkannya
perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status
sah atau tidaknya anak (yang perkawinannya dibatalkan) serta keraguan terhadap
status perkawinan yang pernah dilaksanakannya.

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan adalah pejabat yang berwenang hanya selam perkawinan belum
diputuskan atau pejabat yang berwenang untuk mengawas!  pelaksanaan
perkawinan menurut undang-undang. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 23
Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas
persoalan tersebut dalam judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA
( KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG )
(Studi Putusan Nomor 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)".

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan
vang ada dalam penulisan ini maka terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang
lingkup masalah, maksudnya agar didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ruang
lingkup permasalahan adalah membahas tentang bagaimana proses pemeriksaan
pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga, yang dimaksud dengan pihak ketiga

dalam skripsi ini yaitu kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan
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bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan yaitu terhadap
status dari suami atau isteri.

1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut :
1. bagimanakah proses pemeriksaan pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga
(kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)
2. bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan dan status

dari suami — isteri yang perkawinannya dibatalkan

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan.
Demikian pula dari penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang tercakup

dalam 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. untuk memenuhi dan melengkapi Syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

9

sebagal sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam
bangku perkuliahan dengan peristiwa atau fakta hukum di lapangan.

3. sebagai wujud partisipasi pemikiran kepada Alma Mater dalam menambah
perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus yang hendak penulis capai secara khusus adalah
sebagai berikut
I Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah proses pemeriksaan
pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto)
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum dari suatu
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perkawinan yang dibatalkan dan status dari suami — isteri yang perkawinannya
dibatalkan.

1.5 Metodologi

Setiap penyusunan atau penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu
diperlukan adanya metode penulisan, demikian pula halnya dalam penulisan
skripsi ini juga menggunakan suatu metode. Dimana metode ini diperlukan untuk
mencari atau menggali dan mengolah bahan hukum yang tersedia dengan
memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai karya tulis sehingga akan menghasilkan
suatu  kebenaran yang validitas dan karya tulis yang berbobot.
(Hadikusuma,1995:58). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini
adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah
yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan
mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan
masalah.(Hadikusuma, 1995:60)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah sumber bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan sumber bahan
hukum ini adalah suatu sumber bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari
buku-buku literature, peraturan perundang-undangan serta bacaan-bacaan lain

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum ini penulis

menggunakan :
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1.5.3.1 Studi Literatur

Yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan
studi kepustakaan terhadap literatur. Peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen (arsip) di Pengadilan Agama Jombang, maupun bacaan-bacaan lain
yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk membantu
pengolahan bahan hukum sebagai landasan teori yang digunakan.

1.5.3.2 Interview dan wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dianggap efektif dalam
pengumpulan bahan hukum yaitu suatu pola bertatap muka langsung untuk
menanyakan perihal permasalahan yang dibahas untuk pihak pengumpul bahan
hukum (penulis) dengan pihak yang berwenang atas permasalahan atau kasus
tersebut agar diperoleh informasi atau keterangan yang menunjang dan
memperkuat bahan hukum. Dalam hal ini penulis memilih melakukan wawancara

dengan para Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Jombang,

1.5.3.3 Analisis Bahan Hukum

Analisa dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu cara
memperoleh gambaran singkat permasalahan secara jelas tanpa menggunakan
angka-angka (non statistik), melainkan dengan cara menguraikan fakta dan bahan
hukum yang digambarkan sedemikian rupa untuk dianalisis sehingga tercapainya
kejelasan masalah yang akan dibahas.(Hadikusuma,1995:104)
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FAKTA,DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI —

2.1 Fakta

Penyusunan karya tulis ilmiah selalu didasari oleh fakta vang menguatkan
kebenaran yang diajukan. Fakta diambil dari kasus pembatalan perkawinan oleh
pihak ketiga, yang diputus oleh Pengadilan Agama Jombang Nomor
307/Pdt.G/2004/PA Jbg.

Perkara ini berawal dari perkawinan antara Akhmad Subkhan SH bin
Mohammad Toha, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta,tempat tinggal
di desa Serut, kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan selanjutnya
disebut sebagai Termohon I, dengan Ellen binti Hartono, umur 26 tahun, agama
Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di desa Gongseng RT/RW 15/05, Desa
Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dan selanjutnya disebut
sebagai Termohon II, perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 03
pebruari 2004 dengan wali nikahnya adalah ayah Termohon II, dengan
melimpahkan kuasa perwaliannya pada Kepala KUA kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang. Namun setengah bulan setelah perkawinan dilangsungkan
diketahui bahwa Termohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya,
dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak Termohon II.

Berdasarkan hal tersebut di atas itulah Kapala KUA kecamatan Jogoroto
yang telah menikahkan kedua belah pihak, yaitu Termohon I dan Termohon II
mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang
agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 03 Pebruari
2004 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. 19/08/11/2004 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas, Termohon I berstatus bujang dan

Termohon II berstatus perawan;
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3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Termohon I dan Termohon II
telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon II selama % (setengah)
bulan;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Termohon I dan Termohon II telah
melakukan hubungan sebagaimana layakya suami istri ( ba’da dukhul ),
namun belum dikaruniai keturunan (anak);

5. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2004 datang kepada Pemohon bertempat di
KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, seorang yang mengaku
bernama SITI FATIMAH binti M.SHOLEH, umur 21 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kelurahan Sekarsadung 4/11 Kecamatan
Bugul Kidul Pasuruan dengan mengaku sebagai istri sah dari Termohon I
dengan menunjukkan bukti Akta Nikah atas nama pelapor dan Termohon I
yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor. 315/53/VIII/2003
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul kota Pasuruan tanggal
29 Agustus 2003;

6. Bahwa berdasarkan pengakuan pelapor antara pelapor dengan Termohon I
sejak perkawinannya tersebut belum pernah  cerai, bahwa perkawinan
Termohon [ dan Termohon II tidak ada ijin yang secara hukum dibenarkan
oleh peraturan Perundang-undangan;

7. Bahwa atas pelaporan yang dilakukan pelapor tersebut, Pemohon kemudian
memanggil Termohon I dan Termohon II di KUA Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang pada tanggal 26 Pebruari 2004 yang dihadiri oleh
Termohon 11, sedangkan Termohon I tidak hadir:

8. Bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon II
tersebut, selanjutnya Termohon II dengan lapang dada akan menerima akibat
hukumnya, yakni dibatalkannya perkawinan yang telah dilakukannya antara
Termohon I dan Termohon II tersebut;

9.- Bahwa oleh karena perkawinan tersebut benar-benar bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon sebagai kepala
KUA dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas perkawinan

Termohon I dan Termohon I tersebut di atas;
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10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Jombang untuk berkenan memanggil dan memeriksa
permohonan, Termohon I dan Termohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
b. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, yang
dilaksanakan pada tanggal 03 Pebruari 2004, berdasarkan kutipan Akta

Nikah Nomor. 19/08/11/2004 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan

Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 03 Pebruari .

¢. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku,

ATAU;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain vang seadil-

adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta
dipersidangan yang pada pokoknya perkawinan antara Termohon I dan Termohon
Il yang dilangsungkan pada tanggal 03 Pebruari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 19/08/11/2004 tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan menurut Hukum Islam Mmaupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, 8 jo Kompilasi
Hukum Islam Pasal 40 vaitu Pemohon ternyata masih terikat suatu perkawinan
dengan perempuan lain vaitu beristri lebih dari seorang tanpa mengajukan
permohonan Poligami kepada Pengadilan. Oleh karena itu perkawinan Termohon
I dan Termohon II tidak memenuhi Syarat-syarat dan permohonan pembatalan
perkawinan Pemohon dapat dikabulkan karena memenuhi Pasal 3, 6, 8, Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, maka
dengan demikian dinyatakan batal perkawinan antara Termohon I dan Termohon
IT tersebut. Karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon 11 tersebut
dinyatakan batal, maka Akta Nikah Nomor :19/08/11/2004 tanggal 3 Pebruari
2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang
harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
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Jika dihubungkan dengan fakta yang ada maka perihal yang berkaitan
dengan pembatalan perkawinann terdapat pada “MENGADILI” nomor 2, yang
berbunyi :

Membatalkan  perkawinan  antara Termohon I (AKHMAD

SUBKHAN,S.H.  bin MOHAMMAD TOHA) dengan Termohon II

(ELLEN binti HARTONO) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Pebruari

2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor :19/08/11/2004.

2.2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan
skripsi ini adalah:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
a. Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.

b. Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus dari suami atau istri;

2. Suami atau isteri;

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

4. Pejabat yang di tunjuk oleh undang-undang dan setiap orang yang
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan
tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

c. Pasal 24
Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu
dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat
mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi
ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

2. Peraturan Pemerintah No.9 ( Tahun 1975)
a. Pasal 37
Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
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b. Pasal 38
Ayat (1). Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak
pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang
daerah  hukumnya meliputi tempat  berlangsungnya
perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau
isteri.
Ayat (2):Tatacara pengajuan penuohonan pembatalan perkawinan

dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan  gugatan
perceraian.
3. Instruksi Presiden No.l Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia
a. Pasal 70 huruf (a)
Perkawinan batal apabila suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak
melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri,
sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i;
b. Pasal 71
huruf (a): Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami
melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
c. Pasal 72
Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri
suami atau isteri.
d. Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum
antara anak dengan orang tuanya.
4. Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 59

2.3. Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan
Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “ Nikah™ ialah

melakukan sesuatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang
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I

laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah

pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa

kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara vang diridhoi oleh Allah.

(Wawancara dengan Bapak H.A Shonhaji Ali, Hakim Pengadilan Agama

Jombang)

Adapun kata “Nikah™ berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah
“Nakaahun” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja “Nakaha™,
sinonimnya adalah “7azawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia sebagai perkawinan. Kata “Nikah” sering kita pergunakan sebab telah
masuk dalam bahasa Indonesia. (H. Rahmat Hakim, 2000: 1 1).

Ada beberapa pengertian perkawinan vang dapat dikemukakan baik
menurut peraturan Perundang-undangar, pendapat para ahli hukum maupun
ulama, antara lain adalah :

1. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, merumuskan pengertian perkawinan adalah sebagai
berikut :

* Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam, menyebutkan perkawinan

adalah “akad” (pemikahan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon

suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas
berupa serah (ijab) dan terima (kabul) oleh si calon suaminya yang
dilaksanakan  di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

(Hadikusuma, 1990:11).

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah

(o8]

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah mawaddah dan rahmah.
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4. Perkawinan adalah hubungan sexual, menurut beliau itu tidak ada perkawinan
bilamana tidak ada hubungan sexual antara suami istri, maka tidak perlu ada
tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi, bekas istrinya dengan
laki-laki lain.(Hazairin dalam Ramulyo, 1996:2)

5. “Perkawinan adalah suaty persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan di dalam bidang hukum keluarga”. (Affandi,2000:6)

6. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal
ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan
material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Soimin,1992:6)

Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan

dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Dalam pembagian lapangan-lapangan hukum Islam perkawinan adalah
termasuk dalam lapangan “Muamalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan
antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia dalam
garis besarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, Yaitu :

I. Hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan;

2. Hubungan antar perseorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumah
langga;

3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam nomor (1), yaitu

hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan.

Dalam bukunya”Qutlines of Muhammadan Law” (Pokok-pokok Hukum
Islam), Asaf A.A Fyze menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan
Islam mengatur 3 (tiga) Aspek, yaitu : aspek hukum, aspek sosial, aspek agama.
Nadimah Tanjung:28 ( Ny.Soemiyati,1986:9).

1. Aspek Hukum
Dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian,
Firman Allah S.W.T :
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“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu
telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-
istrimu) telah, mengambil dari kamu janji yang kuat “(Qur'an, Surat An-
Nisaa’ : 21)".

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang

khusus, yaitu :
a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah

o

pihak;

Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan
perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut
berdasarkan keteatuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

2. Aspek Sosial

Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting yaitu :
a. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang

yang melakukan perkawinan atau pemnah melakukan perkawinan
mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum
kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan
kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat
hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai
lapangan mua’malat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-
tindakannya masih terbatas, dan harus dengan persetujuan orang tuanya.

. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu

tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran [slam
dalam perkawinan mengenai kawim poligami ini hanya bisa dibatasi

paling banyak empat orang itupun dengan syarat-syarat tertentu pula.

3. Aspek Agama

Dilihat dari aspek agama dalam perkawinan ialah, bahwa Islam memandang
dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan
teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi
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diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa, Menurut ajaran Islam perkawinan itu
tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak
dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi
pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.
Firman Allah :
...... dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kami saling
meminta untuk menjadi pasangan hidup .... “. (Q.S. An-Nisa’ :1).
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, baik pengertian perkawinan
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun menurut hukum
Islam dan menurut para ahli atau para sarjana hukum bahwa perkawinan
mempunyai tujuan yang luhur. Oleh karena itu, perkawinan itu harus
memenuhi unsur lahir dan batin. Perkawinan dapat dilihat dari beberapa sudut
pandang yaitu dari sudut hukum, sosial dan agama. Sehingga pelaksanaan
perkawinan itu harus didasarkan pada hukum agama, dan memenuhi syarat
vang telah ditentukan secara tidak bertentangan dengan Undang-undang yang
berlaku.

2.3.1.2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan maka
perkawina dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanyan dan kepercayaanya itu. Dari rumusan Pasal 2 ayat | ini dapat
disimpulkan ~ bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata
ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak
melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang bertentangan
dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang
perkawinan dianggap tidak sah dan tidak ada akibat hukum sebagai ikatan
perkawinan.

Perkawinan adalah perkawinan yang berlandaskan Hukum Perkawinan
Nasional, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum
yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha Untuk
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hukum masing-masing agamanya berarti hukum masing-masing yang dianut oleh
kedua mempelai (Hadikusuma, 1 990:26)

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) dikatakan tidak ada perkawinan diluar
hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-
undang Dasar 1945, Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan
itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama
dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam
undang-undang ini. Jadi bagi mereka yang beragama islam maka yangmenentukan
sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam, hal yang
sama juga terdapat dalam agama Nasrani, Hindu, Budha yaitu hukum agama yang
menjadi dasar pelaksanaan suatu perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tentang pencatatan ini tidak
diielaskan dalam undang-undang, akan tetapi dalam penjelasan umum
disampaikan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa
perkawinan menjadijelas bagi mereka maupun bagi pihak ketiga. Pencatatan
perkawinan tidaklah merupakan atau menetukan sah tidaknya suatu perkawinan
itu, melainkan hanya lebih merupakan suatu tindakan administrasi saja.

Sabiq (1996:78) mengatakan bahwa hukum Islam sah atau tidaknya
perkawinan adalah didasarkan atas rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah
sebagian dari hakekat perkawinan, sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang
harus ada dalam perkawinan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi
sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinannya sah dan
menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan. Lebih lanjut
Sabiq menerangkan bahwa :

Syarat-syarat perkawinan -

1. Perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi
perempuan tersebut bukanlah orang yang haram dikawin. Perempuan yang
haram untuk dikawin, ada dua macam vaitu :

a. Perempuan yang haram dikawin selamanya, yaitu perempuan yang tidak
boleh dikawin oleh laki-laki sepanjang masa, karena :
1. nasab:

- ibu kandung;

- anak perempuan kandung;

- saudara perempuan;

- bibi dari pihak ayah;

- bibi dari pihak ibu;

- anak perempuan saudara laki-laki:

- anak perempuan saudara perempuan.

perkawinan :

2% ]
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ibu istri, neneknya dari pihak ibu, neneknya daripihak ayah dan
seterusnya keatas;

anaktiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya;

istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun
yang perempuan dan seterusnya;

ibu tiri.

susuan :

ibu susu karena ia telah menyusuinya maka dlanggap sebagai
ibu yang menyusuinya;

ibu dari yang menyusui, sebab merupakan neneknya;

saudara perempuan dari ibu susunya, karena mereka menjadi
bibi susu;

cucu perempuan ibu susunya, karena mereka menjadi anak

perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesususan

dengannya;
saudara perempuan sesusuan lain yang sebapak ataupun seibu
atau sekandung.

b. Perempuan yang haram dikawin sementara, yaitu :

memadu dua perempuan bersaudara;

istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang dalam masa
iddah,;

perempuan yang ditalaq tiga kali (buat mantan suaminya);

kawinnya orang yang sedang ihram;

kawin dengan perempuan ahli kitab;

kawin dengan budak padahal mampu dengan perempuan merdeka.
2. aqad nikahnya dihadiri para saksi, permasalahan ini meliputi aspek ;

hukum mempersaksikan atau menghadirkan para saksi (minimal dua
orang laki-laki);

syarat-syarat menjadi saksi;

perempuan menjadi saksi (minimal empat orang wanita)

Prawirohamidjojo (1986:74) berpendapat bahwa suatu aqad nikah dikatakan
sah jika dalam nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Suatu
aqad nikah yang kurang salah satu atau beberapa rukun dan syaratnya disebut
aqad nikah yang tidak sah.

Gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan akan dijelaskan
di bawah ini. Syarat perkawinan mengikuti rukunnya :

a. calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

1. beragama Islam;

2. orangnya tertentu;
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. halal untuk kawin, artinya ia bukan muhrim dar calon pengantin

perempuan atau bukan saudara sesusuan;
tidak sedang beristri empat;
tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1.

2.
N
4.

halal untuk kawin, artinya bukan muhrim atau saudara sesususan dari
calon mempelai laki-laki;

orangnya tertentu, artinya jelas-jelas perempuan;

bukan istri orang lain;

tidak dalam masa iddah

wali nikah, syaratnya:

1. laki-laki yang beragama Islam;

2. dewasa:

<)

4. tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

tanpa paksaan;

saksi nikah,syaratnya :

L.
2.
.
4.

laki-laki dan beragama Islam:;
minimal dua orang laki-laki;
mukallaf’

hadir dalam ijab qobul.

ijab gabul, syaratnya:

1.
2
3.

adanya pernyataan mengawinkan dari wali:

adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki:

harus diucapkan dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh para
saksi;

ucapan ijab qabul harus dengan cepat tidak boleh diselati dengan waktu
yang lama;

tidak boleh bersyarat artinya ijab dari wali pengantin perempuan tidak
boleh memakai syarat.
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2.3.2 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan
bisa dibatalkan, seperti dalam Undang-undang No.l tahun 1974 pasal 22
menyebutkan: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Penafsiran terhadap rukun dan syaratnya ini berimplikasi pada cacatnya
ikatan perkawinan yang dapat mengakibatkan perkawinan menjadi batal atau
fasad. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari sah, batal atau
fasad.

Sah berasal dari bahasa Arab yaitu shahih, yang secara elimologi
berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat, karena telah memenuhi
segenap rukun dan syarat (materiil dan formil) nikah. (Andi Tahir, 1996:15).

Dalam kitab figh istilah batal selalu dikaitkan dengan fasakh.
Memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian
antara suami isteri yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat pada waktu
akad nikah atau karena ada penyebab lain kemudian. (Sayyid Sabiq, 1980:132)

Jadi arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa
perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh
hakim Pengadilan Agama. (Soemiyati, 1986:113)

Selanjutnya dalam kamus umum kata batal dengan mendapat awalan pe
dan akhiran an berarti pemyataan batal, urung atau tidak  jadi.
(Poerwadarminta,1993:95). Jadi pembatalan adalah putusnya perkawinan
disebabkan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi
Syarat-syarat, sedangkan perkawinan semacam itu yang sudah terlanjur, maka
dapat dibatalkan. (Sostroatmojo,1981:67)

Di dalam peraturan perundang-undangan di atas disebutkan, yaitu tidak
adanya perbedaan antara batal nikah dengan fasid nikah, karena keduanya
mempunyai kesamaan alasan yaitu sama-sama tidak terpenuhinya syarat-syarat

untuk melangsungkan perkawinan.
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Namun demikian perlu juga diperhatikan pengertian kata “dapat”
dibatalkan dalam pasal 22 Undang-undang No.l Tahun 1974, menurut penjelasan
pasal tersebut bahwa pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah “bisa batal” atau
“tidak bisa batal”, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak
menetukan lain.

Dan ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam
pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan. Ini berarti apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak
memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukuin masing-masing
agamanya, untuk perkawinan Islam tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum

syara’ agama Islam, maka perkawinan itu dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

2.3.3. Pengertian Perkara Perdata
Adapun pengertian perkara perdata dibedakan menjadi dua macam
yaitu pengertian perkara sendiri dan perdata sendiri. Adapun pengertian perkara
perdata menurut Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.
Pengertian perkara dan perdata menurut kamus hukum adalah sebagai berikut:
I. Pengertian perkara menurut kamus hukum adalah urusan, hal,
soal peristiwa,kejadian. (Andi Hamzah, 1986:465).
2. Pengertian Perdata menurut kamus hukum adalah:
a. Perdata (Indonesia) : Perseorangan ;
b. Civiel (Belanda): Perdata: Perseorangan;
¢. Civil (Inggris): Perdata: Perseorangan.(Yan Paramadya Putra,1997:665)
Sedangkan pengertian perkara dan perdata menurut Kamus Bahasa
Indonesia adalah sebagai berikut
1. Perkara : a. Masalah , persoalan;
b. urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan);
¢. tindak pidana;
d. tentang hal;
Perkara (sengketa) antara seorang dengan orang lain (bukan perkara

pelanggaran atau kejahatan). (Kamus Bahasa Indonesia. 1 989:673)
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2. Perdata :
a. Pengadilan, berkenaan dengan orang biasa;
b. Hati-hati, ingat-ingat teliti, nemperhatikan, memperdulikan. (kamus Bahasa
Indonesia, 1989:670)

Pengertian perkara perdata dari segi acara ada dua macam, yaitu:

1. Tuntutan yang mengandung sengketa, yang disebut Gugatan dimana terdapat
sekurang-kurangnya dua pihak.

2. Tunwan yang tidak mengandung sengketa disebut Permohonan, dimana
hanya terdapat satu pihak saja.

Lazimnya peradilan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Peradilan Contentius (Contentieuse Jurisdictie) atau peradilan “sesungguhnya”

2. Peradilan Volunter (Voluniaire Jurisdictie), yang sering juga disebut “peradilan
sukarela™ atau “peradilan yang tidak sesungguhnya”.

Tuntutan hak yang merupakan permohonan yang tidak mengandung sengketa

termasuk dalam peradilan volunter, sedangkan gugatan termasuk peradilan

contentius. ( Mertokusumo,1979:3).

Perbedaan antara Gugatan dengan Permohonan adalah:

1. Dalam perkara Gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus
diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan.

2. Sedangkan dalam perkara yang disebut Permohonan tidak ada suatu sengketa
atau konflik.( Retnowulan Sutantio,1997:10)

Perkara pembatalan perkawinan yang di bahas dalam skripsi ini termasuk
dalam Perkara Gugatan (Contentius jurisdictie), karena dalam perkara pembatalan
perkawinan ini terdapat suatu tuntutan yang mengandung sengketa dan terdapat
sekurang-kurangnya dua pihak, hal ini dapat dilihat dari nomor perkara yang
berkode Pdt.G, kode ini mengandung arti “Perdata Gugatan™ sekalipun
penyebutan para pihak disebut sebagai “Pemohon’.dan “Termohon”, seperti
halnya dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Hal ini sesuai dengan
Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
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Perkara pembatalan perkawinan ini termasuk dalam lingkup kasus
perceraian, maka sidang ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum,
sesual dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

2.3.4. Alasan-alasan Yang Dapat Dipergunakan Untuk Membatalkan
Perkawinan
Perkawinan dalam Islam dapat dinilai sah, jika telah memenuhi rukun dan
Syarat yang telah ditentukan, karena keduanya merupakan faktor utama penyebab
batalnya perkawinan. Begitu Juga secara hukum sahnya suatu perkawinan apabila
syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dan sebaliknya batalnya
suatu perkawinan apabila ternyata kemudian hari diketahui ada cacat atau tidak
terpenuhinya syarat dan rukun tersebut.(Wawancara dengan Bapak H.A Shonhaji
Ali, hakim Pengadilan Agama Jombang).
‘Adapun alasan penyebab batalnya perkawinan dapat dirinci sebagai
berikut :
1. Karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, yaitu:
a. mempelai laki-laki;
b. Mempelai perempuan
c. Wali;
d. 2 (dua) orang saksi;
e. Ijab qabul.
2. Karena tidak memenuhi syarat pekawinan
Syarat perkawinan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat materiil
dan syarat formil, Yang dimaksud syarat materiil adalah syarat mengenai diri
pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau
tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan
dilangsungkan. Untul: syarat materiil ada yang berlaku untuk perkawinan
tertentu saja. Adapun penjclasan Syarat-syarat materiil dan formil adalah

sebagai berikut :
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a. Syarat Materiil
Pemutusan perkawinan berupa pembatalan ini dapat disebabkan tidak
terpenuhinya syarat materiil berupa syarat-syarat yang berhubungan
dengan rukun perkawinan dan syarat ini bersifat esensial dan dapat juga
disebut obyek perkawinan atau dalam hukum islam dikenal larangan yang
tidak boleh dilanggar, antara lain:
1. Adanya hubungan keluarga yang dekat (hubungan nasab)

(§]

Seorang wanita yang menikah lagi di masa iddahnya belum selesai;

Wanita yang masih berstatus istri yang sah, kawin lagi dengan pria lain;

FAR

Seorang suami yang beristri lebih dari empat orang.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat
materiil ini, maka perkawinan tersebut berarti batal demi hukum yaitu
secara yuridis dari semula perkawinan itu dianggap tidak pernah ada
dan tidak pernah terjadi. Hal ini tertuang dalam Pasal 70 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) vaitu :

Pasal 70 KHI Perkawinan batal apabila:

a. Karena suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak melakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun
salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i:

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya;

¢. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali
talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah
dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari
pada pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu
yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang
No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keterunan lurus kebawah atau
keatas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu atau ayah tiri;

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan,
saudara sesusuan, bibi atau paman sesusuan.

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri atau isteri-isterinya.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

a. Syarat Formil

Tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkawinan yaitu syarat yang
berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat ini disebut
syarat subyektif dan akibat hukum darinya adalah batal karena hukum yaitu
vang dapat dibatalkan dan bukan batal dengan sendirinya, misalnya
perkawinan yang dilaksanakan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang
tidak berwenang, perkawinan yang dibatalkan oleh pthak ketiga.

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 71 KHI sebagai berikut:

Pasal 71 KHI suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahi masih
menjadi istri pria lain yang mafqud;

C. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari
suami lain:

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974,

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak;

f.  Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.l Tahun 1974, alasan-
alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah sebagai
berikut:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang
tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau vang dilangsungkan tanpa
dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para
keluarga dalam garis keturunan Iurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan
suami atau istri”.

Dan dalam Pasal 27 ayat (1dan 2) jo. Pasal 72 Kompilasi hukum Islam (KHI)

menyebutkan:

I. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum;

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
penipuan salah sangka mengenai diri suami dan istri:

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih
tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknyva untuk
mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
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Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya sebab
yang berbeda tentu akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.
Mengenai pembatalan perkawinan tersebut sudah di atur di dalam Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Sedangkan dalam
KHI diatur didalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, sedang dalam PP No. 9
Tahun 1975 diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38

Tata cara pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai
dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan
panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan,
dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 35
PP No. 9 Tahun 1975, vaitu tentang tatacara penyelesaian gugatan perceraian
(Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975).

Suatu akad perkawinan jika terdapat pengrusakan atau kekurangan pada
salah satu rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Setelah
diketahui akadnya tidak sah maka yang mengetahui wajib berinisiatif

mengerjakan pembatalan perkawinan.

23.5. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan dapat diajukan oleh pihak-
pihak yang berhak mengajukan kapada pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami
istri, suami atau istri. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak
memenuhi syrat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 UU No. 1
Tahun 1974).

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini
terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 73 Kompilasi
Hukum Islam yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus dari suami atau istri;
b. Suami atau isteri;

¢. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan:
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d. Pejabat yang di tunjuk oleh undang-undang dan setiap orang yang mempunyai
kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi
hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut Pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang intinya adalah
dapat dibatalkannya suatu perkawinan karena salah satu pihak masih terikat
perkawinan dengan pihak lain. Pembatalannya dapat'dimintakan oleh :

a. Suami atau istri dari perkawinan pertama;
b. Suami atau istri dari perkawinan ke dua:

Sanak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas:

d. Semua orang yang berkepentingan terhadap perkawinan itu;
e. Jaksa.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan
yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri oleh dua
orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau isrtri (Pasal 26
ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974)

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan dalam hal perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang
melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya terjadi salah sangka mengenai
diri suami atau istri (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam pembahasan skripsi ini
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

I. Proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh
Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang pada umumnya sama
dengan proses pemeriksaan perkara perdata, proses pemeriksaan pada
pembatalan perkawinan ini terlebih dahulu perkara tersebut harus di daftarkan
di kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sesuai dengan
tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan tersebut
dilangsungkan, setelah perkara perdata tersebut masuk di kepaniteraan, maka
paling lambat 2 (dua) hari perkara itu harus sudah ditentukan Penetapan
Majelis Hakimnya (PMH) oleh Ketua Pengadilan, dan paling lambat 2 (dua)
hari perkara tersebut harus sudah diterima oleh Ketua Majelis, maka
ditentukan Penetapan Hari sidang (PHS) oleh Ketua Majelis, yang
menetapkan kapan hari/tanggal/jam sidang pertama akan dimulai.

Berdasarkan PHS tersebut, juru sita / juru sita pengganti memanggil pihak-
pihak ke muka sidang menurut hari/tanggal/jam/tempat yang telah ditentukan
di dalam PHS. Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka Ketua Majelis atau salah
satu anggota majelis membacakan gugatan / permohonan. Selanjutnya yaitu
tahap jawab-menjawab. Setelah replik-duplik maka mulai pada pemeriksaan
bukti-bukti (Pembuktian). Selanjutnya penyusunan konklusi (kesimpulan)
masing-masing oleh pihak (kalau pihak menganggap perlu) dan konklusi
tersebut disampaikan kepada majelis. Dan tahap selanjutnya yaitu majelis
melakukan permusyawaratan Majelis Hakim dan terakhir akan diucapkan

keputusan dalam sidang terbuka untuk umum.

36
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2. Akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan adalah putusnya status
hubungan suami dan istri, kembalinya status antara suami dan istri kepada

status semula sebelum dilangsungkannya suatu akad perkawinan.

4.2. Saran
Berdasarkan uraian tersebut maka saran-saran yang dapat penulis berikan
adalah sebagai berikut :

1. Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan, hendaknya mengikuti aturan-
aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang terdapat di dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
Kompilasi Hukum Islam dan hukum Agama, sehingga dapat meminimalisir
kesulitan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

2. Kepada Hakim Pengadilan Agama dimanapun berada, dalam memeriksa
perkara perkawinan dan memberikan penetapan pembatalan perkawinan,
hendaknya berhati-hati dan meneliti dengan cermat. Hal ini disebabkan
menyangkut hubungan baik antar keluarga, khususnya antara anak dengan
orang tua.

3. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan
proses legitimasi suatu perkawinan, hendaknya berhati-hati dan lebih teliti
dalam melihat sejauh mana syarat-syarat dan rukun suatu perkawinan telah

dipenuhi oleh ke dua calon mempelai.
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Lempiran JIII

\
Parkara No. 5367. /Pdt G200 . [P Jog |

./ i oy .
Yanggal ; 3 =5~ 21‘»0(/ |

Hal: PERMOHONAN PEMBATALAN NIKAH  Jombang, 03 Maret 2004

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Ketua Pengadilan Agama
Jombang

Assalamu alaikum War. Wab.
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

ALI MARWAN umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Jogorofo
Kabupaten Jombang) NIP. 150 200 547, bertempat tinggal
di Dusun Subentoro RT/RW 04/02 Desa Sumbemulyo
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Selanjutnya
mohon disebut sebagai “PEMOHON"

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah, terhadap :

AKHMAD SUBKHAN, S.H. bin MOHAMMAD TOHA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Desa Serut Kecamatan

Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya mohon
disebut sebagai “TERMOHON iR

ELLEN binti HARTONO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Dusun Dongeng RT/RW 15/04 Desa Jarakkufon
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Selanjutnya
mohon disebut sebagai “TERMOHON I1™:

Adapun Permohonan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Temohon | dengan Termohon Ii telah menikah pada tanggal 03 Pebruari 2004,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/08/11/2004 yang dikeluarkan oleh KUA.
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 03 Pebruari 2004:

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di alas, Termohon | berstatus bujang dan Termohon I
berstatus perawan;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Termohon | dan Termohon Il hidup bersama di
rumah orang tua Termohon Il selama ¥ bulan;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Termohon | dan Termohon Il telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai
keturunan (anak);

5. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2004 datang kepada Pemohon bertempat di KUA
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, seorang yang mengaku bemama SIT FATIMAH
binti M. SHOLEH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Kelurahan Sekarsadung 4/l Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruhan dengan mengaku
sebagai isteri sah dari Termohon | dengan menunjukkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama
Pelapor dan Temmohon | yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor °
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1.

315/63/VII1/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tanggal
29 Agustus 2003;

Bahwa berdasarkan pengakuan Pelapor, antara Pelapor dengan Temmohon | sejak
perkawinannya tersebut belum pemah cerai:

Bahwa perkawinan Termohon | dan Termohon Il tidak ada ijin yang secara hukum diberikan
dibenarkan oleh peraturan penundang-undangan;

Bahwa atas pelaopran yang dilakukan Pelapor tersebut, Pemohon kemudian memanggil
Termohon | dan Termohon Il di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang pada tanggal
26 Pebruari 2004 yang dihadiri oleh Termohon I, sedangkan Termohon | tidak hadir;

Bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon Il tersebut, selanjutnya
Termohon Il dengan lapang dada akan menerima akibat hukumnya, yakni dibatalkannya
pernikahan yang telah dilakukannya antara Termohon | dan Termohon Il tersebut;

Bahwa oleh larena perkawinan tersebut benar-benar bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang beraku, maka Pemohon sebagai Kepala KUA dengan ini
mengajukan Permohonan pembatalan nikah atas perkawinan Termohon | dan Termohon ||
tersebut di atas;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

~ Agama Jombang untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, Termohon | dan

Temmohon I, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2) Membatalkan pemikahan antara Termohon | dan Termohon I yang dilaksanakan pada
tanggal 03 Pebruari 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/11/2004 yang
dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 03 Pebruari
2004;

3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.-

Wassalamu alaikum War. Wab.
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Nomor : 307/Pdt.G/2004/PA.Jbe.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Jombang Vvang
memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan Pemba-
talan Nikah) dalam tingkat pertama yvang dilangsungkan pada
hari Kamis, tanggal 8 April 2004 dalam perkara :

ALI MARWAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
(Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang) NIP. 150
200 547, tempat kediaman di Dusun Subentoro RT/RW. 04/02,
Desa Sumbermul vo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang,
untuk selanjutnya disebut "Pemohon” .

Lawan

AKHMAD SUBKHAN, S.H. bin MOHAMMAD TOHA, umur 29 tahun, agama
Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Serut,
Kéeamatan Bovolangu, Kabupaten Tulungagung, untuk selan-

Jutnyva disebut "Termohon 17

EILEN binti HARTONO, wmur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
awasta, tempat kediaman di Dusun (3ongseng RT/RW.15/04, NDesa
Jarakkulon, Kecamatan Jogoro to, Kabupaten Jombang, untuk

gelanjutnya disebut “Tapmohon II%.,~—=t-—c—rft———c—mmus

Susunan persidangan -

Drs. 1. SUMASNO, SH.M.Hum. aebagai HAKIM KETUA
Dre.H.A.SHONHADJT ALT sebagai HAKIM ANGGOTA ;
Drs . MUHAMAD SYAFT ™, SH .M. eebagai HAKIM ANGGOTA :

HANIM MAKHSUGTATIT, SH. sebagai PANITERA PENGGANTT
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Eemudiag Ketus bervsahs menasehati kepada Pemohon untuk

tidak melanjutkan Perilaranyva akan tetapi usahs tersebut

1]

tidak berhasil.

Ketua 1lxly menyatiakan persidanzan untuk perkara ini
tertutur untulk vmuam.

Ataz pertanvaan Ratus, Pemohon te *lah siap dengan zaksi-
saksinyg.

Remuadian dipanggil mazuk dan menghadaplah saksi Pemohon
yang pertama yang atas Pertanyaan  Ketua mengaliu bernama
M.MAS“UD bin ABD.AZIZ, vy B2 tahun, agama Islam, prekerjaan
Swasta, . tempat tinggal di Balas Klumping, Kee.Wivung,
Kodya.Surabaya :

Saksi menarangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga
sedarah  bail dalam garis lurus maupun semenda dengan  kedua
balah pihak vang berperkarsa Zerta tidak ada hubungan kerja
dengan menar ima Uieah atau galdi dari mereka.

Satelalh  sakoi Lergcebul bersumpah menurut  tata cora
AZAmanya :afvt ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak

vang H&b&n&rﬂyh, maka atas Pertanyaan Ketus

saksi talu memberikar keterangan zebagal beprilut :
= A kenal denga,

Pemahon dan Termohon ? Tav, says kKenal mereka .

S AN TR (EETU T EONETY T

dengan neroks 0 Sudak dahula.
= Apakal saudara bertetangzen

dengan merahs 7 Benar mereks tetangss says.

- Apakah saundurs taha meng,
Pemchaon berperkars di o g -

dan gan ini 72 Saya tahu, bahwa Pomohan
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—: el delaskan Bebiags dnag

- Apakah-masih ads ketersngan
lain Yang akan Saudars
Paikan 2

At

'-1'

dan tida)k keh@ratan.

Kemudian dlpanwall Megsaly
kedua Yans atyg:

HARTONO ,

Yang

bin

i1}

mgr 20 Lahuan .

tempat Cinguesi di

Lang;

<7

s,keterﬁngcn Sakei terseout Pemohon

dan

FErianyvaan Ketug

T0p s

01, KEC.JﬂgQrDtO

alian mengajulkan Fermohonsan

Mikah terhadap

Poembat s -

8n nikah,

fomst

t c,w':,r-“ T
Waktia

dan Lernyata getelah terjadi

pernikahan Pemcohon ternyaty

masih PuInya istpeq sah

TIMAH

i

(7 o s R YAO&  menikal

Pada Langes] 29 Agvstus 2003
EUA Kecamat

tan Buzul Kidial

AEUruan danp gedak

Pernakh

(a1}
By

Pinds
masih menjadi

[E T

Sudah tidak ads lags .,
membenarkannya
menghadaplah Salai Pemohon

SONT

Swas sha .,

mengaln bernams
3 Telam,

Kab. Jom-
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Sakai menerangkan Babws 14 tidak ads hubungan keluargs

L
=

sedaral Ba ik dalam payie Turies BAVDUN semends dengan kedus

belak Plilhal YARE bérporlinns BEEtE tidak Acla hubunean karis
dengarn HEnErins upah Blong guy: drred in2raks .

e Lo ] Al e i f.Ean e e niealh mEny gt Lot a Sara
Sgamanya  bahwa 34 1B tenerangkan vans zebanarnya tidalk
lain darlpads ¥ang sat BRI nala s bas Pertanyaan Ketue
saksi tersebur lalu me eberikan keterangan sebacai Gerikut .

Apakah Savdara kenal iy

e i

Pemahony e Termohon | LR #ava kenald Meaprake .

- 2adalk hapa auda ey bearae ]

oy

dengan mixroky 9 Sed el dahuly,
= Lpakah Saucdars berteianwuw

dengan MeErelha P Eensap mereia tetanges Sava,
-~ Apakah Sancdars Lahu W o
Pemalion burp@rhara & G

dangan ini - Sayi tahu. bahws Femohon
akan mengajiuhan Fermohonan
Fembataluan Hikal terhadap

Termohon

== Cﬂba

Yang saudara Ketahni 2 Femohon MeEngajukar Pembats-
lan nikah, sebal Pemohon
walkiyg menikak mengaku jeizka
e ternyats setelah terjadi
Pernikahan Pemokoy ternyata
masih  punya istri sah nama,

SITI FATIMAH Yang meniksh

pads Langegal 29 Agustus 2003
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di EKUA Kecamatan Buguil Kidui
Kabupaten Pasuruan dan sejalk
menikah hingza zollarang
, b lun, rernah ceral dan belum

=~ Apakah masin s ketarnnig.,

lain Yang akan g#audara zopy

PBalkan 7 Sudah tidak ad& lagi .
Atas ket?ranﬁan sakal tepaakbyt Pa :
£l REbEl Lerasbut, Pemohen membenarkannya

dan tidak Reboevat an

tenmdian & = gerd eyl " i -
Eemudian dipangsil masul dan menghadapl ah @akﬁl_pemahgn

vang ketiga Yang atas Pelr'tanyasan Ketua mengalkn bernama IWAN

bin HARTONOD, amur 3% tahun, Agama Izlam, Pekerdiaan Swaata.

ny J.'...,‘, x i :
Lempat 64 al di Dagms J- arabkalon, Keeo, Jogorota, Kab. Jom-

bang :

Salkasi menaranglan babwa 14 ada hubungan Eeluarsa dangan
arga dang

kedua belah Pihak vang Be v parl sy

g EE

cetelah  saksi Lersabyt bergumpe h menurut  tats CAYa
agamanya  bahws 45 alkan Menaranghan Yang sebenarnya tidals
lain daripada Vansg sebpn:rn:u. maka atas Pertanvaan Eetus

zaksi tersebut laln menber § kay knt@rangan Foebagad berikut -
- Apakah sandara kenal Aenyzan

Pemahor oo Termolion

.
=
o

+ F4aya kenal merela .
- Sejak kapan Sandara ke

dengan mereky 7 Badak dahuln
= Apakah Zavdara  be ‘rLatangea

47¥

dengan Ui el 4 Banap meraeka teat

:"'z
i
(s}
£

Says.,
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Femohop herpezsala di persi

dangan in i

- Cobas Jdelaskan Sebags inan -

Yang scaudars ketahui =

- Apakah masih ady kﬂtrrﬂngau

lain Yang akan Savdaps SR

Lin ]

Pesikan

Atas ketervanga Saks) b pam

da s dals kelbis Patar.

FPemohon MEnyatakan Mernaujog

Putuszarn

Sava tahu, bahwa Pamohon
alian mengajukan P2rmohonan

Fembatalan. Nikah terhadap
Termchon
Pemohon nengaiulkan pembata—

lan nikah. sebakb Pemohon
waktu menikah mengaku jejaks
dan ternyats eetelah terjadi
rernikahan Pemohon ternyats
masih  punya letri sah nanps
SITI  FATIMAH yang menikah
Pads tanggal 29 Agustus 2003
di KUA Kecamatsn Bugul Kidul
Eabupaten Pagurvan dan sejak
menikah hinggs sekarang
belum bLernah cerai darn belum
Bernah

pindah SEams dan

Magibh menjadi ist

-

~inve vang

e

Sudaly Lelak acdy lagi .

bt Femohon membenarkannya

mohon
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Ketua lalu mengadakan musyawarah Majelis, dan setelah
mempertimbangkan segala gesuatunyva, Ketua lalu menyvatakan
sidang ini terbuka kembali dibuka untulk umum dan selanjutnva

wenjatuhkan penetapan i yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPEKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Meubatalkan pernikshan antara Termohon I (AKHMAD SUBKHAN

3]

S.ﬁ. bia MOHAMMAD TOHA) dengan Termohon IT (ELLEN binti
HARTONO) yang dilasngsungkan pada tanggal 03 Pebruari 2004

M  dihadapan Pegawsi Percatat Nikah Eantor Urusan Agama

oy

Kecamatan Jogoroto, Kebhupaten Jomba rng dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 19/0B/11/2004 -

3. Menyatakan Rutipan Akta Nikah Nomor : 19/0B8/I1/2004
tangegsl O3 Pebruari 2004 tid%k mengikat dan tidak berke-
kvatan hukum

4. Mengbukum Pemohon untok membayar biayﬁ rerkara  asbesar

R, ZO7.000,- (Dua yatas Ltujubh ribu rupiah).

Setelah Kebtus membacakan penetavan itu, lalu persidan—
2an inivdiny skan ditutup.

Demiiian berita acara dibuat yvang ditanda tangani oleh

Retua dan Panitera Fengganii .

Panilbera P""J."If.,.;‘ﬁ i Halim et e,

1M _MARHSUSTIATI, 8H. Dra . H.SUMASNO., SH.M.Hum
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S TTRR——
RABINAN Lampiran V'

P AU T U STAN
Nomor : 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg |

RBISMILAHIRRAHMANNIRRAHIIM
KEADILAN PERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

PENGADI LAN AGAMA JOMBANG vang memsriksa dan mengaediii

perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hbje;i:

telah mendatuhkan putuzan sebagal berikut dalam perkara permoho-

nan Pembatalan Nikah ;
ALT MARWAN, nmar 48 tahun. agama  I=lam, p&kevjaah NG
( Keam ] a KA Kecamatan Jogoroto Kakbwea tee

Jombang) NIP. 150 200 547. tempat kediaman Gl

- - v

Dusun - Subentore BT/RW. 04,075, Desa Sumbesmsl

N Ko Lo J R Y o Kaiuuhton P L8 o

ol

uptuk  selapiutnya disaebut "Femobon' . S

]
Al
Lh

AKITMAD SUBKHAN, S.H. bin MOHAHHAD TOHA, umur 23  tLahun.

[=lam, pekerizan swasta. tempat hediaman Gl

Y

)
Dega Serut., Kecamatan BRovolangu. talaag

Tulungagune - untuk selaoiutnyes d 3 sl

“Termohory 17, i A o e et e e e mrins —femra e R R i

ELLEN binti HARTONO, umur Z6 tahun. agama [slain. pekerjaan oSwag -
ta. tempat. kediaman di Thasun Gone sen

RT/BW.156/04. De=a Jarakkulon. Escamatan Jozes

w
e..‘
i

G & Kabupaten Jombang. uwotuk sl

Aisebut "Ternshon II17. —---=e—— e ocd St uEs

Pengadi lan Adaima beprgelul | === =s- w=- so- oo smmmman R
Setelah mempelajari berkas perkara ; --=-—-—-———=—==r===mEru
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Setelah mendensgar kedua belah pihak berverkara serta semua

saksi-saksinve dimuka persidangsn ;| —~-———=——ccc-—memen (O

TENTANG _DUDUE PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Fermohonannva  pada

tanggal 03 Maret Z004 yvang didaftarkan pada register rerkar

5

m

Pengadilan Agama Jombang Nomor 307!Pdt.Gf2004fPA.Jhg tanggal 03
Maret 2004 setelah diperdelas dengan keterangan-keterangan dimuka
sidang. sepanjang disimpulkan mengajukan hal-hal aebagal beri-
kut T T T e e e e e e e e e e e e e e e o
1. Bahwa Termchon I dan Terohon II telah menikah. pada tahgg@l 03
Pebruari 2004 berdasarkan FKutipan Akta Nikah Nomﬁr
19/08/11/72004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama E(KUAJ
Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang
dalzw” tevtanggal” 03gBebruari 2004 & e a0 - o o - SSH it —
<. Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas. Termohon I bersatus

bujang dan Termohon Il berstatus perawan § —-—-———ec—e—mme oo

b

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan. Termohen I dan Termo-
hon TII telah hidup bersama Ji rumah orang tua Termohon 1]
b LA B VD A e e e e st e S R S i e e et s e
1. Babwa s lama perkawioon Loracebhat, Termobhon 1 dan Termohon
telah  melakukan  bubumggan zebazaimana  lavaknve  suami istri

(ba dadulkkhul), namun belunm dikarunial et upranan ¢l ) S I

T

5. Bahwa pada tanszal 19 Pebruari 2004 datang kepada Pemcohion

(&
.

bertempat di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ., seorang
yang mengaku  bernama SITT FATIMAH binti M.SHOLEH . amur oL
tahun. agama izlam. pekerjaan swasta. bertempat tinggal di
Keluraha Sekarsaduong 4711 Eecamatan Bugul  Eidul  Pasuius
dengan mengaku sebagal istri sah dari Termohon 1 dengan menun-
Jukkan bukti “utipan Akta Nikah atas nama Palapor dan Termohon
[ vyang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustuz 2003 Nomoy

315/53/V1ITL/2003 yang dikelvarkan oleh KUA  Keocsmsban B

0

Kidul Kota Pasuruan tanggal 29 Agustus 2003 fe—cmmece—soo S

6. Bahwa berdasarkan  pengakuan Pelapor antara e lapor  dAongan
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laln zidane ditunda guna memansggil Termohon 1 ternyata
pada sidaneg berikutnya. Pemohon datang Termohon 11 datang. T1epind-

Fon 1 tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut, —--=-

Menimbang. bahwa HMajelis telah berupaya menasehatl  Pamod
untulk  tidak melandutkan perkapranva bernyvats  Pemchon  baraikeras
ot A e Larriialies, SORERRanNg s Seem s ssle e swmses e s s e

Menimbarz. bahwa kemadian dibacakan  permohonan Faupodyo

teraebut. vang Liinyva Letap dipertahankan oleh Pemohon, --—-s--=-

Menimbanz. bahwa atas permohonan Pemohon tersebut.,  Tarmob
17 memberikan jawaban secara lilsan vang pada  pokoknya penzakul
dan membenarkan ketarangan Pemohon yaltu B e
- Bahwa Termchon 11 mengaku telah nikah sah dengan  Termohon 1
pada tanggal SIPebruari 2004 densgan Butipan Alkta tikah Nomor
19/08/11/2004 vyvanz dikeluarkan oleh KUA  Kecamatane Jogiorolos.
Kabupaten Jombang.-———=r==m-=m=- o i S = S e =S AR .
- Bahwa waktu nikah Termohon I mengaku berstatus jejaka padahal
sebenarnva Termohon I telah kawin dengan perempuan nama ZITI
FATIMAH binti M. SHOLEH veng perkawinannya tercatst pads EUS

Bugul Kidul. Kabupaten Pasuruan dengan Kutipan ARKta Nikah Nomo:

¥}

. 315/53/VI1I/2003 tangsal 29 Agustus 2003 yang sampal sekarang
balum Beraah Gepiid. sas e r e e e s e = e

- Bahwa Termohon IJ menvatakan tidak keberatan pernikahannya
dengan Termchon I dibatalkan karena memang benar-benar Termohon

I telah menikah dengan SITI FATIMAH dan tidak memiliki surat
ijin berpoligami dari Pengadilan Agama yang berwenang.---------
Menimbangz. bahwa atas jawaban Termohon II tersebut Pemohon
membenarkan dan Termohon I tidak mengajukan jawaban karena tidak
datang dalam persidangan walaupun sudah dipangegil dengan sah dan
PEEIRT: e R s e i e S S sl e S i S S R
Menimbang. bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya.
Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti. haik
berupa saksi-saksi maupun bukti surat berupa @ -------—--------=a:
1. Foto copy KTP An. Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh

Camat Wilayah Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang., Nowmor
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29 Agustus 003 Romor @ 3165/763/NTII 3. ====asss

tahu Pemohon mengajukan pembatalan nikah. ssbab
Termohon 1 waktu menikah mengaku jejaka dan ternyvata setelah
terjadi pernikahan Termohon I ternyata masih punva istri  sah
nama SITI FATIMAH vang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003  di

KUA Kecamatan Pusul Kidul Kabupaten Pasuruan dan sejak menikah

hingga =sekarang belum pernah cerai dan belun vernah  pindah
agama dan masih menjadi istrinyva yang sah. ------------—=7--=--

- Bahwa =aksi tahu dan tanya langsung kepada SITI FATIMAH bahwa
Termohon I adalah masih suaminya sah dan belum pernah cerail dan
belum pernah pindah agama dan kemudian Termohon I nikah lagi
dengan @eorang perempuan nama ELLEN pada tanggal 03 Pebruari
2004 di KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. B

o

Saksi II : SONI bin HARTONO, umur 20 tahun, agama Islam, peker-

: |
jaan Swasta., tempat tinggal di Desa Jarakkulon, Kec.Jogoroto,
|

Kab . Johbang —res——aiims s sm s e e et e —— S e S S
Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara aga many dar

menyatakan akan memberikan keterangan yvang sebenarnya dan Ltidck
|

lain daripada vang asehenarnya  vang bersanghutan member ikan
keterangan sebagail berikut o ———rMF————————--——~_—"———~————L ——————
- Pahwa maksi telah kenal dengan Pemohon maupun Termohon. —-----=
- BPahwa @akzi kenal dengan Pemohon karena vernah datang ke Raos

tornyva di ‘KU Kecamatan Jegdrolo % ~s-ra<——-m--r=ic=one e im e e
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon I dan Termeohon IT telah | nikah
sah  pada tangzal 3 Pebruari 2004, perkawinannya tercatatl P
KA  Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan  Kutipan AR
Nilealy Nomor Seldra8 il 2004 tv——mr—v———ar—s=arrs o e e -
Rahwa  sadion mensaku baru mongetahui bahwa Termeolbon 1 wasih
mempunyai  tstri sah nama 31TT FATIMAH dan  =aksl  tanva dan

kepada 3TTI FATIMAH di Pasuruan, bahwq ZITI

datang lansgs

i

FATIMAH adalah istri sah Termobon I yang hingga sekarang b Ly
cerail denegan mepundukkan bukti Butipan Akts
'E-TTT PATU"U'\” ey Tesrtnobaon 1 AR 0 B ity AR ey Pl adiaa S

pads Langgal 28 Aeastas
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hwa Saksi  tahu Pemohon wengajukan pembatalan nikah. © sshel

Termohon I waktu menikah mengaku jejaka dan  Lernyata sEteial
teriadi  pernikahan Termohon I ternvata masih po ya S ey
Aana ST AT i1 vang menikah pada tanggael 27 7 Justus 20T A2

KUJA  Keocmat o  Bugul Kidul Kabwpaten Paaw : wan e medak S

hingsa Jearang byea T perpah cerai hel o T
agama de pastih mendsadi istrinva yvane : =

- Bahwa - { Ealu dan tanes Langsung o Yoy mgh
Termaho: Ja ol omoasd L LT Ly AL R N
belum caty gl

1
(b g A HL L

wzAama Lalam. eskes -

- hm s - o] 2 [P - pe 1. PONCS o8 " - = w 1a
WU EA 1L Desa Jara kulon., Red,Jogorote.

Setelalh mengangkat  aumpah menurut tati car nva adan

menvatakaen aksao memberikan keterangan vang gebenarnyva dan  tidak

|
lain daripads vang sebaparnva yang bersangkutan memberikan

—r

haghd bepikut 1\ - -srrer—samhnas s e e o sa s S S

@

Jre

wm

il atidal

- Bahwa =aksi telah kenal dengan Pemohon maupun Termohan. ——— -+

Rahwa @akzi kenal dengan Pemohon karena pernah datang ke
tornva i KUA Kecamabtan Jogoroto i o i e s e e S ISR

- Bahwa @aks=i tahu bahwa Termohon I dan Termohon 11 telah niksah
zah  pada tanggal 3 Pebruari 2004, perkawinannya tercatat B da

A -

KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan Kutipén ARLa
Milah NowmorSe L9208, 11 /2004 ) ~sse=ma=massa S lgi = -
- Bahwa sakai mengaku baru mengetahul bahwa Termohon I masih
mempunyai  istei sah nama S1TI FATIMAH dan saksil tanya dan
datang langsung kepada 3ITI FATIMAH di Pasuruan., bahwa SITI
FATIMAH adalah iztri sah Termchon I yang hingza sekarang belum
cerai  dengan menuniukkan bukti Rutipan Akta Nikah atas
21T FATIMAH  dan Termohon I vang sernikahannysa dilaksar

pada tanggal 29 Aguatus 2003 Nomor @ 315/83/VITIZZR0S5, ===t

[

-~ Bahwa =aksi  tabu Penohon mengadukan pembatalan nikah.
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T owabty meaikal mengaku Jeialk:

1

i
)
o
.
b
ot
(Al
—

dan bernyata

%
e
£
Al

teriadi  peraikeatian Termohon 1 ternvata masih punya 1st

"
=

nama 51TI FATIMAH vang menilkah pada tanggal 79 Agustua 2003
KUA Kecamatan Busul Eidul Kabujalen Poasuiruan dan e sk :G?nik&h
hingga =ekarang  belum peerrah caf%i dan belum  peraah  pindan
agama dan masih mengads fabpinva vang Bah. S oo e
- Bahwa @akal Latu dan tanya langsung kepada SITI FATIMAI tratiw
Termohon I adalah masih suaminyva aah dan belum pernah ceral dan
belum pernah pindah agama dan kemudian Termohon T nikah  lagd

o
i

dengan  Geolansg poerempuan nama o vl O3 Pabruard

i
(o}

LEBR pada Lang:
2004 di KUA Recamatan Jogorolo. Kabupaten Jombang. ———==-g--"===
Men imbang. bahwa atas Retorangan ankai-saksl tersebul o Penc -

won dan Term—hon 11 memberikan tanggapan bahwa ketepansgan sakod-
aakzi tersebut adalab benar dan sesial dengan kenvataan. e} e i

Menimbang. bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mainge -

takan hetap pada permohonan zemula dan menvatakan tidak mengaju-

A}

b

kan . &@esuatuy tanggapan apapun dan mohon agar Majelis Pengadilan
Agama Jombang menjatubkan putusannya. e

Menimbang., bahwa untuk menpersingkat uraian putuaEan L=

(5

maka Peritn Acara porsidangan dalam perkara inl dianggar Telal
termazuk  dan merapakian Lagian vang tak terpisahkan dari putusan

R . O e o e e AN T '—"—7""
PERTIMBANGAN HUKUM 5

Menimbang., bahwa maksud dan tujuan permohonan Femchon pada

ebagaimana tersebut Alatas T —sSes—smomsgesSEEay -

%

pokoknya adalah

Menimbang. bahwa Pemohon dan Termohon II telah hadir sendiri
dalam persidangan, sedangkan Termohon I telah berulangkali | di-
panggil dengan =ah dan patut. akan tetapi tidak hadir. maka
Majelie berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilapjutkan.
mengingat pasal 1295 HTR.~~-—~————nw-J————4————u~~—————ﬂ——————; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan buktil P.1. berupa fotocopy Vang

dilekati meterai cukup. cocok dengan aslinva dibenarkan pula oleh
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maka bukti tersebut dapat diterima celia -
=al 165 HIE. Pemohon dan Termohon Derten-

, Hukum Pengadilan Agama Jombang  di dacksl

e

hultum  mana Termchon 1 dan Termchon 11 melangeunzkan perkawingn

maka sesual dengan pEmal 2hH hdang-undang No.l rahun 1974 tentansg

perkawinan o 'asa 48 ayat (1) Peraturan Pemperiantaly Nomor
rahun 1870 dan Pasal 74 aval. (1) Kowpilasi Hukum Talam  Rersars
i Il wewenang  Pengadilan  Agama Jombang dan  telal
Aiaiukan seswal  dengan tata cara yang dlatur dalam FPeraturans
saprundang - andandan Yang herlakn maka permohonan teraabul C DArus
dinva Lalan Aoyl SPLT e e S SR e s n S SRR T e
Mey i o Binbawin Vordamarkan buaktd P.o. berapa ToLooolld Vahs
Ailekat i meboral cakog, cocnl dengan aslinya dibenarkan pula oleh
Pemohon Jdan Tereebion 11 mpaka buktl tarsebut dapat diterimng  ebas
pad alat bukhi Decmiiad eansl 185 HIE Termobon I daiy SITI FAT T M
Fes | ate La s ot MPiJHﬂﬂUH”kHH.y@PH;k“hﬁH I R PO P ernwla d AT T

fats Nidoaly Bopbtor Bexisan Apragree Keoamal.an T T O R Ealagat

[BEETR Limbs et . barpbynedsy I ,\.'n-} i i My imy U “1 b }1-_'r_‘l_l;'-_‘-':--'3|-\ l,':i;’..l_l";-_ i!."'.'l'..f 1
mee i e B b o Tearme Woiv natn Lidak berhas §T 1 e o

Mo mbane . babwa Ve winoken 4 Be lals el A 2E st ety B R
!.-'.’--I"I:'n-,n'ln_*s'w A Wbyt RS AT W leruzan dem Tiian Fz ] Al pREE =R b FriE A

Lepmelaal Be TR ORI N O T I o oy RO O (I R | eh 1 . B LA 0T r 5 s W

" % 3 2 1" £ 1 J= A i PR ‘
Moy imbicg . Vi e pdrenehan noltl e e uuLd g PSR S i

Pampioahoas Ao T S TS PURE O (G | 2 WS W IR S s ¥ R =t B i
PR TR W S R R 1ot Gh MR -Termihondt 3 Tk AdscrealR
ma] angaungian ternikehan lagi dengan Fl Vint i HARTORD broaot

pan Pegawai Poncatat Nikakh Kantor Urusan Adama Keoamatan s
to. Kabupateao Jombang pada tanggal 03 Pebruar ¥ 200

Menimbans . Dbahwa werdasarkan buktli .o Fopgiohion & Lo

5 = i | TR A i
Lernyata nie | srpE@nralital bernd ] I L S B I . ol - o

: 4 F . = £ 5 o Fos 3 iy
Pagawai Fencatal 131 haly Ragpl.or i 1R bl g

Daaipuan pads LonEgEs
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ST Al B  at - 5 - . o % o 3 i - RN 1 . - - 5 el . .
e LAl . T SO ST 1 i O O podiol  BAnne At 15 AN G ealiaeenny

aols ety Pt b MehaEa il (B Wmpeala haph o Vs Sl
= - 3 s B 4 el L 2 X ¥ . “F - - - =y - ®t ie =
[\ =-l‘:h=’:'.,’. A LY SRR L :'\-_1\ 3] fanit £ L A i e 155 2, SN P ST

oo AKHMAL SUBKHAN. 3.H. dsngan TLIER i Teim-

hon Iodensan Termoahon 113 Yang di lakukarn wads tanggal U0 Taliraat-d

2004 4l v
pern itkahan 3

19f08’11ﬂ?004 dengan alasan FAarens perliaw 1nan aphara

Eariiyans

dan Termohon 17 Lidak memenuhi syarat Lareans Termohon 1

diketahui Eeanucdian masih teprikat tall perkawinan dendan BEorarg

perempaan  hernama 31T FATTHMAH bintl M.SHOLEH dan Tarmohon

EAdak  memililkld imin  beristel lebih dapl 2e0rang yang  herupa
U LadEan Peneadilan  Agama yang telah memperoleh kekuatan  aedun

wans hetar hahhan Termohon T mengaku jadaka,
M inhans . hahwa hepdasackan keterangan kedla o Orang GBARE

yvang diajukan Panchon  dalam persidangan  dan dardi  heterangsd

dibawah aumpah PAara sakai tersebut dihubunglan mabil | Sams Tai

yaite bukli P2 B dfperolelh fakta yang pads pokoknys mengusiaa

Anli) permehinsn Pemohon vaitn Tarmohon rarbuktd masih ada b o

par e fnae o pid sy SRS TAang e N AT v pa [ e P IAitEEE

FATTMAH binti o UL - RS RS S A POS

Mgy i mbard hahwa herdasarkan hal-hal Capese bt diatad

&

Hak b manemil s fakta dipersidangan vang pads ponenid

Termahon T Admnn Termohon 17 wvang A1 langsunglan jrada CAlE e

Pelbpuari 2004 dihodapan Pegaws
Sevaars e oo At R dRTS Jembang dengan Kut ipan Akta Bikah Hotes
JO TR T i R Cidnt mens il syvarat—oy syt wnkiel PTIT 0 IR A
e 1 e A g b Hulkum Telam marpun peraturan perundangs Bas

TR R R A v § Eaa o lapa-tndans BT Nowor © 4 Gl 1z

B it
] i i L] xo. i 50 4D - e 5 P Y S Ak T | At s N =V} v
F":'.:b'-':wl oI R R 1 e B R C Plhakum @& Aol Eecis-t g1l yEcl AL RS Vi

poapnyata e fes i hat 2atu serhawinsn dengan perempnan is.

L G S SR Vebidh dar  eReEe SN pomanren menEaiukan TS gty I

3 4 1 5 3 2 <y S o2 e e 2 3 enisn BT
: 1 T Wk TR oA B el R R B e e AL B e

poligami Yegu g el Btk l 2430

ARHEAT BUDEHAN. ar yip MOHAMHAAT TOHAY dengan Termehen !
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ARTGHO) tidak memesnubi svarat-gvaral dan psomohonan o

perkawinan Pemchon dapat dikasbulbkan kRavena WS by d oAl

4.6.8. thdoang-andang Na, L el * Ja A 4 sl =
Hokam Talam. waks depncsae dewibioan dinvatakan  batal  peers
Tarmohon | '.i.':}'_- Trrmatuan 71 Berscig b, oerme e e e e A I o
Mespdmd =g . Lahvea oleh barena por Wawinan ant avs Ty
dan Tearpuolvot 5 13 vt A VoA o= h e *..'E TR T V1 W iR S i
190811 200 2 Paliing 14 A =
Keocamatlan  Tostosg nrAtEn dombaryg harus Vianin e bl
menpanva i ekosebane ke yaa menE Rt - sm e m e e o rems
mentnbang .. bAhws  dalanm perkers ibd. Madelis  Helde  Jees

menceboengahkan Faddal o Hukus balsm gans Uergaastne g dagn  RiYHL

] ‘armtut Thelhin See 111 halaman i

MR- oo . e h
i s 50 i N B
éffé;x,;\ﬁr%“? qubigitiﬁj

. - .
AetinMo @ Svarat JdaiEm perRawing o - - - - -
g ] / - ey ! 3 . - = - e §
4 _T R ] (Rl AL e i AT Y Nail e
5 s
,l'l { )_,;'-l"_' e O ) i ey W a4 e e e e tem e n aa = e B2 e ves ww
£y WP o T i Tl .3 (s e
g i -1 g T ¥y »- - -
(i fdalk aa 3 (@ L=t M i7) ) T R
o ot 5 SH lempeg 1onaT, Uy B 4
b e oA TR e ISR LT A1 L o 0 B QA 2 Tk i - i T - -

Faidalh Hukum Jolam  yvapg tercantum dalam Kital Al Asyiiah

Nudza’ie hal 120 Vang Berbunyl @ ——mmmssssess e s o e

Artinya :
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Menimbang, bahwa berdasarkan pada  pertimbangan-pertimbancsan

sebut diatas, maka parmobhonan Pemohon dapat dikatwlkan @0 -----

Menimbang. bahwa perkara ini termasul bidang perkawinan o

al 88 Undang-Undang nomor 7 Labiun

karenanya maka herdagarkan pa

1989  sempua biaya yvang timbul akibat rerkara ind  dibesbank

by
W

kepada Pemohon. —-—-- e e e

Memperhatikan pula pasal 42 avat (1) huraf a dan  avat =
dan 65 Undang-undanz Ne. 7 tabhun 1989 jo Pazal 6.8.3 Undang-undans
A ‘ a & 3

Na,1l tahun 1974 Pasal 5.4.8.8 jo Pazal 14,238,400 Kompilasi Huolkum

3

Auty ketentosan lain oodan Hokamn Svara”™  vang  berhubungan  odene se

DEERARA Il 4 o ms s et e e e e e e o e e G e e e SR

M N G A DTG L

1. Mengabullkan permohonan Poemohon @0 —=———mmmm mee - - R

3

o t1oantaca Termobon T oCARE

2. Membatallhan pernilah

bin HMOHAMMAD TOHAY dengasn Termohon IT 2 ELLEN bistil SHARKTHGE

in

vang dilavpoonaglkan vada tanggal 03 Peloannei 2004 M0 dihads

Paepowai Penostbat Hikah Kantor Urazan e J 3 ;
Halpa e St denmay ¥utipsn  Akts Nikah i ;
) i 1 AR R AR T e s WAL e .

B Menpeitoadon, Yol ey Aletae B ko Henmor bR R CGRIR M R T | e TR
Fotpaiays © Tend U=k menailkat don £ idalh va e haadnn e

- ) B TS TR R R Dot vy 'l.‘r'l'!"‘-.i':i‘: Et':"I]'.‘T g 1' = ats ' 157 1 ihe =l '-_
'_:'_:,:,-.“,“,:- o A T R 3y ot g yaad v 3 iy !""}{L':-:',-f} R L A e O TR

Dremed koo ol 5 earanile e e iisan Tk 1

Ngapa Jaombaog wada barit Fawmds Longesl S8 Mt L TG G S s

dengan 0% Babbiul Awwsd 1475 B dengan Dra, HL AUMACRG, S0
Sabagal  Makin  Ketus Mudelis  serta DrecH ALSHONHATIT AL

divcapizan s

repbwloa. wrt ak et domcan dihisd el olel pava Habiio Ancgss s SO
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